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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan musrenbangdes di desa Pulau semambu, kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan
Ilir. Adapun permasalahan yang ditemukan pada pelaksanaan musrenbang di desa Pulau Semambu
yaitu kurangnya pemahaman masyarakat dan minimnya keterlibatan masyarakat pada proses
penyelenggaraan Musrenbangdes. Acuan teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu
berdasarkan teori pasrtisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff. Data penelitian dikumpulkan
dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis
menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi
keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan menunjukkan masyarakat masih kurang
aktif dan berpandangan bahwa musrenbangdes merupakan agenda formalitas. Kemudian pada
partisipasi dalam pelaksanaan menunjukkan bahwa masyarakat memberikan kontribusi guna
menunjang pelaksanaan pembangunan. Pada aspek Participation in benefit, keterbatasan anggaran
menjadi permasalahan yang berpengaruh pada tidak terpenuhinya sebagian kebutuhan desa yang
diusulkan oleh masyarakat. Lalu pada Participation in evaluation menunjukkan Kketerlibatan
masyarakat dalam melakukan pengawasan dan memberikan penilaian terhadap hasil dari
perencanaan melalui dialog terbuka masih minim.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Musyawarah, Perencanaan Pembangunan, Desa Pulau
Semambu

ABSTRACT

This research aims to find out how the community participates in the implementation of the
musrenbangdes in Pulau Semambu village, North Indralaya sub-district, Ogan Ilir Regency. The
problems found in the implementation of Musrenbang in Pulau Semambu village were a lack of
community understanding and minimal community involvement in the process of organizing
Musrenbangdes. The theoretical reference used in this research is based on the theory of
community participation according to Cohen and Uphoff. Research data was collected by means of
observation, interviews, documentation and literature study which was then analyzed using
descriptive qualitative methods. The research results show that community participation in
decision making shows that the community is still less active and believes that the musrenbangdes
is a formality agenda. Then, participation in implementation shows that the community is making
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contributions to support development implementation. In the aspect of Participation in benefits,
budget limitations are a problem that results in the non-fulfillment of some of the village needs
proposed by the community. Then Participation in evaluation shows that community involvement in
monitoring and providing assessments of the results of planning through open dialogue is still

minimal.

Keywords: Community Participation, Deliberation, Development Planning, Pulau Semambu

Village

1. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan salah
satu upaya yang dilakukan demi
terwujudnya cita-cita dan tujuan bangsa
sesuai yang termaktub dalam Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 vyaitu
mewujudkan masyarakat yang adil dan
makmur. Dalam rangka mencapai tujuan
tersebut, diperlukan strategi  yang
memberikan ruang kepada masyarakat
untuk berpartisipasi sebagai kesatuan
sistem yang terintegrasi pada proses
dinamika pembangunan [1]. Strategi ini
perlu dilakukan mengingat esensialnya
peran masyarakat untuk mengontrol
sumber daya baik secara material maupun
non material karena peran tersebut tidak
hanya dibebankan kepada pemerintah,
sehingga masyarakat memiliki
tanggungjawab dan juga terlibat dalam
mewujudkan keberhasilan pembangunan.
Pemerintah memiliki wewenang dalam
mengambil tindakan untuk
menyelesaikan kondisi yang memerlukan
penyelsaian dengan cepat dan tepat[2].

Pada dasarnya keberhasilan
pembangunan dapat terlaksana apabila
diikuti dengan perencanaan
pembangunan yang bersifat partisipatif
pula. Menurut  [3] perencanaan
pembangunan partisipatif akan membuka
pemikiran masyarakat untuk menemukan
solusi dari permasalahan-permasalahan
yang terjadi, sehingga masyarakat
mempunyai kemampuan untuk

merumuskan dan melakukan perencanaan
pembangunan sesuai potensi wilayah
yang dimiliki.  Pentingnya  peran
masyarakat pada perencanaan
pembangunan telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan  Pembangunan
Nasional yang salah satu tujuannya untuk
mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
Konsep  partisipasi  dalam  sistem
pemerintah yang demokratis mengacu
pada sistem demokrasi yang pada
hakikatnya memfokuskan pada
pemerintah yang berorientasi kepada
masyarakat sebagai pemegang kekuasaan
[4]. Oleh Kkarena itu, optimalisasi
partisipasi masyarakat dalam
perencanaan pembangunan harus
diperhatikan.

Peran penting pemerintah desa
dalam rangka menciptakan masyarakat
yang sejahtera dengan proses
penyelenggaraan yang dilakukan [5].
Adapun salah satu upaya optimalisasi
partisipasi masyarakat yaitu dilakukan
melalui musyawarah perencanaan
pembangunan atau yang dikenal dengan
Musrenbang. Dasar hukum pelaksanaan
Musrenbang terdapat pada Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan  Pembangunan
Nasional yang menyebutkan Musrenbang
merupakan forum vyang terdiri dari
multipihak ~ dengan  tujuan  untuk
melakukan identifikasi dan merumuskan
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prioritas kebijakan pembangunan
masyarakat. Konseptualisasi Musrenbang
pada hakikatnya dilakukan secara
berjenjang atau dimulai dari tingkat
terkecil ~ yaitu desa.  Musyawarah
perencanaan yang dilakukan di tingkat
desa dikenal dengan  musyawarah
perencanaan pembangunan desa atau
Musrenbangdes. Musrenbangdes adalah
forum musyawarah tahunan dalam rangka
menyepakati Rencana Kerja
Pembangunan Desa (RKP) tahun
anggaran yang direncanakan dengan tetap
berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
Adanya konsep musyawarah
menunjukkan bahwa forum
musrenbangdes bersifat partisipatif dan
dialogis dengan melibatkan pemerintah,
swasta, maupun masyarakat untuk
mencapai keputusan bersama [6]. Ketiga
aktor tersebut terutama partisipasi
masyarakat dalam musyawarah
perencanaan  pembangunan  menjadi
bagian yang tidak terpisahkan. Tanpa
adanya partisipasi masyarakat,
musrenbang desa tidak akan berjalan
dengan baik sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa yang menjadi kerangka
dasar penerapan pemerintahan yang ada
di Desa.

Menurut Cohen dan Uphoff [7]
partisipasi masyarakat ialah masyarakat
terlibat dalam tahapan rencana dan
mengambil keputusan tentang tindakan
yang akan diambil atau dilaksanakan
pemerintah dalam melaksanaan program-
program dan pengambilan kebijakan,
serta  memberikan manfaat  dari
penyelenggaraan program dan evaluasi
pembangunan.

Berdasarkan fakta yang terjadi
dilapangan, selama ini Musrenbangdes
sebagai wadah partisipasi masyarakat
telah diselenggarakan oleh pemerintah
desa setiap tahunnya. Tetapi pelaksanaan
Musrenbangdes masih belum terlaksana
sesuai dengan prosedur dan subtansi,
serta pemahaman masyarakat yang
rendah terkait perencanaan partisipatif
sehingga aspirasi masyarakat belum
terjaring dengan baik [8].

Kurangnya maksimalnya
pelaksanaan  Musrenbangdes tersebut
juga didukung fakta  bahwasanya
partisipasi masyarakat hanya dijadikan
sebagai formalitas belaka dan tidak
berdasarkan dari suara masyarakat
sepenuhnya sebagai pengambil keputusan
di dalam forum musrenbangdes [9]. Dari
beberapa hasil penelitian yang telah
dilakukan sebelumnya, dapat diketahui
pelaksanaan  Musrenbangdes berbasis
partisipasi masyarakat masih kurang
optimal.  Oleh karena itu, perlu
dilakukannya kajian penyelenggaraan
Musrenbangdes dengan melihat
partisipasi masyarakat sebagai bagian
dari langkah strategis pelaksanaan
demokratisasi dengan melibatkan
berbagai unsur masyarakat.

Adapun salah satu kajian partisipasi
masyarakat ~ dalam  Musrenbangdes
dilaksanakan di desa Pulau Semambu,
kecamatan Indralaya Utara, kabupaten
Ogan llir. Desa ini dipilih menjadi lokus
penelitian dikarenakan banyaknya
penduduk pendatang sehingga
menjadikan desa ini sebagai desa dengan
heterogenitas penduduknya yang tinggi.
Selain itu, tingginya tingkat kepadatan
penduduk vyang Dberjumlah 9.54/km2
dengan jumlah penduduk 2.005 jiwa
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menjadikan desa ini perlu dilakukan
kajian untuk pengembangan desa dalam
mewujudkan partisipasi masyarakat yang
optimal dengan berfokus pada bentuk
partsipasi masyarakat sesuai dengan teori
Cohen dan Uphoff. Secara teoritis
penelitian ini  diharapkan  memiliki
manfaat  bagi  seluruh  pemangku
kepentingan dalam memahami partisipasi
masyarakat ~ pada  penyelenggaraan
musrenabngdes. Secara praksis penelitian
ini diharapkan dapat dijadikan masukan
untuk penyelenggaraan musrenbangdes
yang bersifat partisipatif.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Habermas [10] memberikan
pendapat bahwa diskusi dan debat publik
dapat membuat orang untuk
mengungkapkan  pandangan  mereka
mengenai suatu kebijakan. Habermas
menyebutnya dengan istilah musyawarah
sebagai bentuk lain untuk proses
memberikan pandangan pada diskusi dan
debat publik. Salah satu konsekuensi
yang mungkin ditimbukan dari proses
musyawarah adalah pandangan atau
penilaian orang tentang sebuah kebijakan
dapat berubah atau dalam kasus lain
orang tetap dapat mempertahankan
argumentasinya pasca musyawarah yang
dapat memberikan alternatif pilihan sosial
bagi publik. Lebih lanjut
[11]berpandangan jika analisis kebijakan
deliberatif merupakan kebijakan yang
telah dipahami atau pola yang dikaji
untuk membuat suatu kebijakan dengan
melibatkan  partisipasi ~ masyarakat.
William N. Dunn [12]mengatakan bahwa
analisis kebijakan adalah disiplin ilmu
sosial terapan dengan bermacam-macam
metode penelitian dan argumentasi agar

menciptakan dan menyebarkan
penyampaian informasi yang
berhubungan dengan kebijakan sehingga
membantu untuk menyelesaikan masalah
kebijakan di tingkat politik, lebih
ringkasnya, Suhr [13] menggambarkan
demokrasi deliberatif sebagai
musyawarah masyarakat yang adil dan
terbuka tentang manfaat dari argumen
politik yang bersaing. Pandangan lain
diungkapkan oleh [14] yang mengatakan
bahwa dalam musyawarah tidak akan ada
kebutuhan untuk mekanisme agregasi,
karena diskusi rasional akan cenderung
menghasilkan preferensi dengan suara
bulat.  Demokrasi  deliberatif  atau
demokrasi partisipatoris, telah
digambarkan sebagai gerakan sosial yang
baru lahir, sebuah respons terhadap
ketidakcukupan demokrasi perwakilan.
Sejumlah definisi musyawarah dan
demokrasi deliberatif, Hartz Karp [15]
mengatakan  konsorsium  demokrasi
deliberatif memiliki salah satu versi yang
paling praktis. Musyawarah adalah
pendekatan pengambilan keputusan di
mana warga negara mempertimbangkan
fakta yang relevan dari berbagai sudut
pandang, berkomunikasi satu sama lain
dalam berpikir secara kritis mengenai
beragam pilihan dihadapan mereka dan
memperbesar opini, sudut pandang dan
pemahaman mereka. Hartz Karp [15]
berpandangan bahwa perlu memperbaiki
kembali demokrasi untuk membangun
sistem di mana keterlibatan masyarakat
benar-benar didorong dalam pengambilan
keputusan. Pemerintah berperan sebagai
penengah dari para aktor kebijakan. Para
aktor kebijakan diberi kesempatan untuk
memberikan argumentasi untuk
memperkuat  posisi  mereka dalam
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menyampaikan  alternatif  kebijakan.

Demokrasi deliberatif memperkuat suara

masyarakat dalam pengambilan kebijakan

oleh pemerintah.

Adapun secara spesifik Cohen dan

Uphoff ~ membagi  empat  bentuk

partisipasi masyarakat sebagai berikut:

1. Participation of decision making,
keterlibatan masyarakat pada

perencanaan  pembangunan  dan
berperan dalam pengambilan
keputusan

2. Participation in implementation,
adanya keterlibatan masyarakat dan
berpartisipasi dalam
pengimplementasian program
sebagai wujud kontribusi dalam
pembangunan.

3. Participation in benefit
Partisipasi yang diwujudkan dengan
adanya peran masyarakat dan
dengan keterlibatan tersebut
memberikan dampak dan manfaat
positif bagi pemerintanh dan juga

masyarakat.

4. Participation in evaluation
Partisipasi yang berbentuk
pengawasan dan penilaian yang
dilakukan masyarakat dari

pelaksanaan program yang telah
direncanakan dan dilaksanakan.

3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini metode penelitian
yang digunakan adalah metode penelitian
deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif
kualitatif menurut Bogdan dan Taylor
(dalam [16] adalah penelitian yang
memberi gambaran melalui kata-kata
yang tertulis tentang fenomena yang
diamati/diteliti. Penelitian ini dilakukan
untuk menggambarkan sekaligus

menganalisis mengenai partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan
musrenbangdes di desa Pulau Semambu,
Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten
Ogan Ilir. Data dikumpulkan melalui
wawancara, dokumentasi, dan studi
kepustakaan, = kemudian  selanjutnya
diolah melalui perangkat lunak Nvivo.
Teknik purposive sampling menjadi
teknik yang digunakan dalam pemilihan
informan dan cara yang digunakan dalam
mengukur validitas data  yaitu
menggunakan model triangulasi.

4, HASIL DAN PEMBAHASAN
Participation of decision making
Musyawarah perencanaan
pembangunan yang disingkat
musrenbang adalah forum antar aktor
untuk menyusun rencana pembangunan
nasional dan rencana pembangunan
daerah. Musrenbang dijadikan wadah
penyusunan  rencana  pembangunan
nasional, baik di pusat maupun di daerah.
Penerapan prinsip di atas dimulai dari
proses pembangunan itu sendiri, dalam
hal ini pelaksanaan musrenbang. Jadi itu
juga berlaku pada musrenbang pihak
yang berkepentingan di dalam komunitas.
Penyelenggaraan Musrenbang khususnya
di daerah melibatkan masyarakat mulai
dari tingkat kota/kecamatan hingga
tingkat kabupaten/kota. Hal serupa juga
terjadi pada pelaksanaan Musrenbangdes
di Desa Pulau Semambu dimana
masyarakat dalam kegiatan berkesenian
diberikan hak dan kebebasan untuk
menyampaikan keprihatinan dan
usulannya terhadap perkembangan kota
baik itu pembangunan fisik hingga
pengembangan sumber daya[17].
Pelaksanaan ~ musrenbangdes  Pulau
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Semambu memerlukan proses yang harus
diikuti, yaitu: Kepala desa bekerja sama
dengan badan permusyawaratan desa
sebagai  pelaksana yang  berperan
memfasilitasi pelaksanaan pembahasan
perencanaan pembangunan di tingkat
desa.

Tim penyelenggara melakukan hal-
hal antara lain menyusun jadwal dan
agenda Desa Mosrinbang, memantau
pelaksanaan Desa Mosrinbang,
memastikan keterwakilan masyarakat dan
kelompok perempuan, mendiskusikan
secara terbuka jadwal, agenda dan lokasi
Musrenbangdes  untuk  diumumkan,
melakukan pendaftaran. calon peserta di
kecamatan Mosrinbang, dan membantu
delegasi di Musrenbang kecamatan dalam
melaksanakan tugasnya di kecamatan,
menyusun rencana aksi pembangunan
desa yang merangkum hasil-hasil
Musrenbang desa, termasuk setidak-
tidaknya prioritas yang telah disepakati
kegiatan, dan sosialisasi dokumen
rencana aksi pembangunan desa.

Memasuki  tahap  Musrenbang,
mereka ~memulai dengan  kegiatan

pembagian undangan sebelum
melaksanakan Musrenbang, pembukaan
acara musyawarah perencanaan

pembangunan desa oleh kepala desa,
sekaligus memberikan sambutan dan
evaluasi  hasil  perencanaan  tahun
sebelumnya. Dilanjutkan dengan
pemaparan oleh kepala desa mengenai
daftar kegiatan hasil usulan yang
diajukan masing-masing desa pada tahun
berikutnya. Selain itu, dilakukan diskusi
oleh  peserta  Musrenbang  untuk
menambah usulan yang sebelumnya tidak
dimasukkan.

Berdasarkan  hasil ~ wawancara
dengan bapak Bukhori Kaur Desa Pulau
Semambu, menjelaskan  mekanisme
Mosrinbang telah dilaksanakan, dimulai
dari perencanaan dengan memperoleh
data awal dari tingkat desa, kemudian
dilanjutkan dengan pelaksanaan
Mosrinbang dengan melibatkan unsur-
unsur terkait. Namun jika dilihat dari
keterlibatan masyarakat, berdasarkan
hasil wawancara dapat dikatakan kurang
berjalan baik, baik dari segi kehadiran
maupun pemberian masukan berupa
pendapat atau gagasan  terhadap
permasalahan yang dibicarakan. Oleh
karena  itu,  pelaksanaan  proyek
Musrinbang dapat dikatakan kurang
partisipatif karena kurang aktifnya
masyarakat dalam menyampaikan
pandangannya terhadap kegiatan tersebut.
Pada pelaksanaan musrenbangdes di desa
pulau semambu cukup mengalami
kendala dalam hal partisipasinya, dimana
diskursus yang terjadi sangat kurang dan
lebih didominasi oleh pihak
penyelenggara. Kendala yang ditemukan
adalah masyarakat yang kurang aktif dan
berpandangan bahwa musrenbangdes

merupakan agenda formalitas,
berlangsung atau tidaknya
pelaksanaannya tidak akan
mempengaruhi  kehidupan  mereka.

Adapun tingkat partisipasi dapat dilihat
melalui gambar 1.

17



Jurnal Publisitas, Vol. 10, No. 1, Oktober 2023

M Limas m PJS Kades
LPM B Lembaga Adat
P2KP Kepala dusun
u KPM B Kaur
Gambar 1. Daftar Hadir Musyawarah

Desa Pulau Semambu Tahun
Anggaran 2022
Sumber: Dokumen Musrenbangdes Tahun 2022

Berdasarkan ~ gambar  tersebut
partisipasi masyarakat menjadi
permasalahan yang harus diselesaikan.
Berdasarkan penjelasan Ketua Pelaksana
musyawarah perencanaan pembangunan
desa Pulau Semambu yang mengatakan
bahwa pada pelaksanaan nya diundang
maksimal 5 perwakilan dari 12 RT yang
ada. Namun pada hari pelaksanaan data
yang hadir hanya ada 3 perwakilan saja.
Pada data yang Tercatat bahwa pada
pelaksanaan musrenbangdes di Desa
Pulau Semambu tahun 2021, jumlah
peserta hanya berjumlah 26 orang, ini
menampakkan apabila pemberitahuan
dari  informan yang  dipersatukan
melewati hasil konsultasi teruji, apabila
peran serta publik dalam musrenbang
ditilik dari kedatangan mampu disebut
kurang aktif. sebab hal ketidakhadiran
dalam penerapan musrenbang ditujukan
tampak dengan cara jelas dari hasil
konsultasi dengan sebagian informan
yang memberitahukan ketidakhadiran
publik difaktorkan akibat pemograman
partisipatif melewati musrenbang itu
tidak bisa mengakomodir kemauan
publik [18].

Partisipasi masyarakat pada dasarnya
tidak dapat dipisahkan dari gagasan

kedaulatan berada di tangan rakyat,
melalui  kegiatan  bersama  untuk
menentukan tujuan dan masa depan
masyarakat serta mengidentifikasi orang-
orang yang akan memegang tampuk
pemerintahan pada masa mendatang.
Selain  itu, partisipasi  masyarakat
merupakan salah satu faktor keberhasilan
otonomi daerah. Masyarakat daerah baik
sebagai suatu sistem tunggal maupun
sebagai individu merupakan komponen
yang sangat penting dalam sistem
pengelolaan daerah [19] karena pada
prinsipnya pelaksanaan otonomi daerah
bertujuan untuk mewujudkan masyarakat
sejahtera di daerahnya masing-masing.
mengacu pada peraturan yang ditetapkan
oleh pemerintah pusat oleh pemerintah
daerah. Penyelenggaraan Musrenbang
menjadi  menarik  khususnya dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) tahunan, karena kegiatan
ini sudah menjadi program rutin yang
dilaksanakan oleh pemerintah daerah
pada tahap perencanaan pembangunan
partisipatif.

Berdasarkan data dan informasi
yang  dihimpun  dari  narasumber
penelitian, maka keterwakilan setiap
unsur masyarakat dalam Musrenbangdes
dapat divisualisasikan dapat dilihat pada
gambar 2.
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Gambar 2. Visualisasi Data Keterwakilan
Masyarakat dalam
Musrenbangdes

Sumber: Hasil olah data Nvivo 12 Plus

Participation in implementation

Partisipasi  dalam  pelaksanaan
merupakan  keikutsertaan masyarakat
dalam partisipasi pembangunan yang
berwujud kontribusi. Cohen dan Uphoff
(2977) [20] mengemukakan bahwa
pembangunan partisipatif dapat dicapai
melalui partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan, yang dapat
berbentuk sebagai berikut:

1. Kontribusi dengan tenaga

Partisipasi aktif adalah partisipasi
individu atau kelompok masyarakat
melalui  partisipasi  langsung  dalam
pelaksanaan  kegiatan =~ pembangunan.
Dalam kehidupan bermasyarakat,
keterlibatan masyarakat melalui upaya
tenaga atau fisik terlihat dengan bekerja
sama memperbaiki jalan, jembatan,
tempat  ibadah, dan  pendidikan.
Partisipasi  masyarakat ~ memberikan
masukan dalam bentuk personel dan

merupakan  kegiatan ~ pembangunan
dimana pemerintah melibatkan
masyarakat secara langsung dalam
rencana pembangunan. Kerja sama antara
masyarakat dan pemerintah merupakan
upaya untuk mendorong masyarakat agar
lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan
pembangunan.[21]. Masyarakat Desa
Pulau Semangpu turut serta dalam bentuk
tenaga kerja.Masyarakat Desa Pulau
Semangpu turut serta dalam
pembangunan jalan desa di Pulau
Semangpu dalam bentuk tenaga kerja.
Masyarakat di Desa Pulau Semambu
bekerja sama dan secara sukarela
membangun jalan tersebut.
2. Kontribusi dengan uang

Sumbangan berupa uang adalah
partisipasi ~ sosial  dalam  bentuk
sumbangan berupa uang. Hal ini biasanya
disediakan oleh masyarakat, karena
masyarakat tidak dapat berpartisipasi
langsung dalam pembangunan.
Keterlibatan masyarakat secara luas juga
akan mempunyai dampak yang signifikan
terhadap  pembangunan.  Kesadaran
masyarakat memberikan  sumbangan
tunai dalam  menghadapi  berbagai
kendala, termasuk faktor ekonomi seperti
kemiskinan dan kurangnya pendapatan

masyarakat. ~ Akibatnya, = masyarakat
kesulitan ~ memenuhi  kebutuhannya,
apalagi berkontribusi terhadap

pembangunan. Sumbangan berupa uang
diberikan oleh masyarakat Desa Pulau
Semambu. Pembangunan jalan
memerlukan pendanaan, meskipun tidak
semua masyarakat memberikan bantuan
dalam bentuk pendanaan.
3. Kontribusi dengan bahan (material)
Sumbangan materi mengacu pada
partisipasi dalam kegiatan masyarakat
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dengan menyumbangkan materi olahraga.
Partisipasi masyarakat pada dasarnya
adalah kesediaan sukarela seseorang
untuk memberikan bantuan terhadap
kegiatan pembangunan di daerahnya
sesuai dengan kemampuannya, sehingga
ada banyak bentuk partisipasi
masyarakat. Partisipasi masyarakat Desa
Pulau Semambu dalam pembangunan
jalan juga diwujudkan dalam bentuk
material. Masyarakat memberikan
bantuan materi berupa pasir atau batu,
bahkan banyak yang memberikan
bantuan berupa makanan pada saat
pembangunan jalan. Masyarakat
melakukan hal tersebut tanpa ada paksaan
dari luar, namun masyarakat mengetahui
prinsip gotong royong untuk mencapai
pembangunan.

Participation in benefit

Partisipation in benefit merupakan
pemerintah dan masyarakat mendapat
manfaat yang positif dari wujud peran
yang dilakukan. Partisipasi tersebut
berasal dari pelaksanaan yang tercapai,
baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
Dari segi kualitas dapat dilihat melalui
adanya output, sementara itu jika
kuantitas  dilihat ~ dari  presentase
keberhasilan program yang dilaksanakan
[22]. Adapun pada desa Pulau Semambu
output yang dapat dirasakan yaitu berupa
adanya pembangunan jalan, adanya
anggaran ketahanan pangan, anggaran
BLT Dana Desa, dan anggaran lainnya
yang bermanfaat bagi masyarakat.
Participation in benefit juga tidak
terlepas dari  pengelolaan terhadap
APBDes yang disusun berdasarkan
berskala  prioritas  kebutuhan desa.
Penyusunan APBDes tersebut

diperuntukkan untuk memenuhi
kebutuhan hak hidup banyak orang dan
demi tercapainya pembangunan yang
maju. Demikian juga dengan Pemerintah
Desa Pulau Semambu, dimana pada
anggaran tahun 2022 APBDes digunakan
untuk  kebutuhan  desa.  Adapun
berdasarkan hasil rapat Musrenbangdes
tahun anggaran 2022, diketahui rincian
keputusan yang diambil dapat dilihat
pada gambar 3.

~ Penutup
- Musyawarah Perencanaan Pemt
dipimpin oleh Ketia BPD

senilai Rp 30.000.000
Untuk anggaran BLT DD minimal 40 % +- Rp 334.000.000
1 Ketahanan pangan minimal 20% +_Rp 166,000,000

Gambar 3. Hasil Keputusan Rapat

Musrenabngdes Tahun 2022
Sumber: Dokumen Musrenbangdes

Berdasarkan gambar diatas, pada
dasarnya pengajuan usulan terkait
pembangunan di desa Pulau Semambu
yaitu berjumlah 40 usulan. Namun,
keterbatasan anggaran menjadi
permasalahan yang berpengaruh pada
tidak terpenuhinya sebagian kebutuhan
desa yang diusulkan oleh masyarakat,
terutama anggaran untuk pembangunan
fisik yang menekan dalam jumlah besar.
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Sehingga keputusan usulan yang diterima
dan diputuskan dalam Musrenbangdes
tidak dapat mengakomodir seluruh
kebutuhan masyarakat. Untuk itu, solusi
yang dapat dilakukan dalam mengatasi
permasalahan tersebut yaitu
diperlukannya pedoman terhadap
penentuan arah pembangunan yang tidak
hanya berfokus pada pembangunan fisik,
namun juga berfokus pada pembangunan
non fisik.

Selain itu, menurut O’Connor [23]
diperlukan bantuan dari banyak para ahli
sesuai dengan bidang yang dikuasai
untuk menerapkan perencanaan yang
sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian
diperlukan juga pemetaan terhadap
potensi yang dimiliki desa dan urgensi
pembangunan berdasarkan skala prioritas,
serta disesuaikan dengan ketersediaan
sumber anggaran dari pemerintah
maupun pihak lain yang terkait [24].
Sehingga pada akhirnya menghasilkan
kebijakan  yang  akomodatif  dan
terintegrasi dalam musrenbangdes. Oleh
karena itu, dibutuhkan partisipasi baik
dari pemerintah desa maupun
masyarakat, agar pengelolaan APBDes
bermanfaat bagi taraf hidup masyarakat
secara menyeluruh dan bukan hanya
untuk dinikmati oleh beberapa kelompok
saja atau kepentingan tertentu.

Participation in evaluation

Menurut [22] partisipasi dalam
evaluasi didefinisikan sebagai
keterlibatan masyarakat dalam
melakukan pengawasan dan memberikan
penilaian terhadap hasil dari perencanaan.
Pada bentuk partisipasi ini, masyarakat
diberikan ruang yang seluas-luasnya
untuk memberikan kritik dan saran

terhadap penyelenggaraan pemerintahan,
sehingga menjamin segala sesuatu yang
dilakukan telah berjalan sesuai dengan
perencanaan yang telah ditetapkan.

Adapun peran dan partisipasi
masyarakat bertujuan demi terciptanya
penyelenggaraan pemerintah yang bersih
dan mendorong masyarakat  untuk
melakukan kontrol sosial terhadap proses
penyelenggaraan pemerintahan, sehingga
tidak menyimpang dari apa yang
direncanakan sebelumnya. Hal ini
menunjukan bahwa partisipasi
masyarakat pada pengawasan
pembangunan menjadi mutlak untuk
dilaksanakan demi mewujudkan suatu
keberhasilan pembangunan yang dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat, baik
fisik maupun non fisik [25].

Selain itu, adanya pengawasan hasil
perencanaan dari masyarakat  juga
bertujuan untuk mendorong peningkatan
Kinerja yang dapat
dipertanggungjawabkan oleh pemerintah
daerah. Adapun salah satu bentuk dari
proses pengawasan tersebut dengan
terciptanya forum-forum diskusi bagi
masyarakat dan tersedianya dialog
terbuka bagi kelompok-kelompok
masyarakat untuk menyampaikan aspirasi
dan kritik terkait kebijakan yang akan
diputuskan. Secara konseptual, pelibatan
berbagai kelompok masyarakat dalam
Musrenbangdes memiliki tujuan agar
kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan
kondisi sosial budaya masyarakat yang
berasal dari berbagai latar belakang yang
berbeda [26].

Berikut merupakan hasil visualisasi
pengolahan data terkait ketersediaan
forum musyawarah pada  tahap
Musrenbangdes dari berbagai informan:
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Penentuan usulan
musdus dilakukan
perangkingan
untuk dibawa

: ketingkat desa "\
Dialog terbuka g = N ,..Belum ada dialog
dilakukan saat - “Merbuka sebelum
penggalian usulan Musrenbangdes
di tingkat Dusun /
secara nonformal \
i
Ov(; \ // O
\Wakil Ketua BPD‘ / /" Kaur Pemerintahan
W
O‘/
Tokoh Masyarakat * Kepela Busiin
Sikretais Desa Perwakilan

Perempuan

Gambar 4. Visualisasi Data Ketersediaan
Forum Musyawarah dalam
Musrenbangdes

Sumber: Hasil olah data Nvivo 12 Plus

Berdasarkan gambar visualisasi
diatas, dapat diketahui bahwasanya
Sekretaris desa, kaur, dan ketua BPD
memberikan validasi terkait pelaksanaan
dialog terbuka di desa Pulau Semambu
yang dilakukan melalui musyawarah pada
tingkat dusun. Namun, dialog terbuka
tersebut masih dikategorikan belum
optimal dikarenakan masih bersifat
informal. Sehingga diperlukan penerapan
dialog yang dilakukan secara teragenda
dan khusus untuk menggali aspirasi dan
kritik dari masyarakat terutama di tingkat
bawah vyaitu tingkat dusun yang
kemudian selanjutnya akan dilanjutkan
pada tingkat desa. Rendahnya forum
dialog pada Musrenbangdes menjadi
permasalahan yang harus diselesaikan,
karena berdasarkan teori Cohen &

Uphoff  partisipasi dalam evaluasi
didefinisikan sebagai keterlibatan
masyarakat dalam melakukan

pengawasan dan memberikan penilaian

terhadap hasil dari perencanaan yang
dapat dilakukan melalui dialog-dialog
terbuka. Untuk itu, dalam mengatasi
permasalahan ini diperlukan dukungan
dan peran dari pendamping desa dan
pihak akademisi secara optimal dalam
memberikan sosialisasi, memantau, dan
mengawasi jalannya pelaksanaan
musrenbangdes Khususnya untuk
mendorong terciptanya dialog terbuka
bagi masyarakat.

Selain itu, ditemukan permasalahan
lainnya pada desa pulau semambu yaitu
belum  tersedianya  website  yang
seharusnya dapat digunakan sebagai
pusat layanan informasi dan penyampaian
kritik dan saran, sehingga masyarakat
dapat dengan mudah berpartisipasi dan
mengetahui  informasi  pelaksanaan
pembangunan yang telah direncanakan
sebelumnya dengan tidak dibatasi dengan
ruang dan waktu. Era perkembangan
teknologi yang pesat saat ini seharusnya
telah  menjadi solusi yang harus
diterapkan demi peningkatan Kkinerja
pelayanan pubik sebagai bagian dari
upaya terwujudnya prinsip-prinsip Good
Governance [27]. Oleh karena itu,
pemerintah perlu memaksimalkan dan
mendorong upaya pembangunan dari segi
digital, sehingga menciptakan
keterbukaan informasi bagi masyarakat,
meningkatkan pelayanan yang efektif,
efesien, serta akuntabel.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN

Hasil  penelitian  menunjukkan
participation of  decision  making
menunjukkan masyarakat masih kurang
aktif  dan berpandangan bahwa
musrenbangdes  merupakan  agenda
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formalitas. Kemudian pada participation
in implementation menunjukkan bahwa
sebagian masyarakat telah memberikan
kontribusi guna menunjang pelaksanaan
pembangunan. Pada aspek Participation
in benefit, keterbatasan anggaran menjadi
permasalahan yang berpengaruh pada
tidak terpenuhinya sebagian kebutuhan
desa yang diusulkan oleh masyarakat.
Lalu pada Participation in evaluation
menunjukkan keterlibatan masyarakat
dalam melakukan pengawasan dan
memberikan penilaian terhadap hasil dari
perencanaan melalui dialog terbuka
masih minim. Oleh karena itu, perlu
diseimbangkan antara pembangunan fisik
dan non fisik untuk  mengatasi
keterbatasan anggaran. Diperlukan pula
ketersediaan  dialog terbuka  bagi
masyarakat dan peran akademisi untuk
turut serta memberikan pemahaman
kepada masyarakat terkait
musrenbangdes. Selain itu, dibutuhkan
juga ketersediaan informasi berbasis
digital sehingga dapat menunjang
terbukanya informasi bagi masyarakat
secara efektif dan efisien.

SARAN

Sebagai rekomendasi bagi para
pengambil  keputusan, perlu untuk
melibatkan pihak ketiga dalam proses
Musrenbangdes. Pihak ketiga yang
dimaksud adalah perlu melibatkan para
akademisi untuk mendampingi proses
Musrenbangdes, para akademisi
diharapkan dapat menjadi fasilitator
untuk memberikan berbagai pemahaman
dan memberikan gambaran secara konsep
teoritis  idealnya proses kebijakan.
Pemerintah juga perlu memberikan ruang
bagi masyarakat seluas-luasnya untuk

terlibat aktif dalam proses
Musrenbangdes melalui  ketersediaan
forum dialog terbuka yang dapat
mengakomodir berbagai kelompok dan
kepentingan masyarakat.
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